RANCANGAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... TAHUN ................
TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOG]I,

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk pengembangan perguruan tinggi vokasi dan
mendorong peningkatan layanan pendidikan tinggi di
lingkungan Politeknik Negeri Ambon, perlu dilakukan
penyesuaian statuta Politeknik Negeri Ambon;

bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik
Negeri Ambon, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
kebijakan pengelolaan perguruan tinggi dan
penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Negeri
Ambon sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1670);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita



Menetapkan

10.

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin
Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 823);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 198);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI
AMBON

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disebut Polnam
adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Statuta Politeknik Negeri Ambon yang selanjutnya disebut
Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik
Negeri Ambon yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
Politeknik Negeri Ambon.

Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program
diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai
program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan
sampai program magister terapan dan program doktor
terapan.

Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah
program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam
pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian
khusus.



10.

11.

12.

13.

14.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan
Vokasi.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang
menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan
Polnam.

Direktur adalah Direktur Polnam.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polnam
dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan  teknologi melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan
belajar di Polnam.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polnam

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Alumni adalah peserta didik yang telah mengikuti
pendidikan atau lulus dari Polnam.

Pasal 2

Polnam memiliki visi sebagai kampus teknologi terapan
berbasis Gugus Pulau dan bereputasi global.

Pasal 3

Polnam memiliki misi:

1.

menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas,
berdaya saing dan adaptif terhadap perkembangan
teknologi berbasis kepulauan;

melaksanakan penelitian terapan yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah
kepulauan;

melaksanakan karya pengabdian kepada masyarakat yang
bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat di daerah kepulauan;

menyelenggarakan sistem manajemen yang sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik; dan
mengembangkan jejaring kerja sama dengan para
pemangku kepentingan untuk menghasilkan aktivitas
produktif bagi pengembangan institusi, masyarakat dan
industri yang berada di daerah kepulauan.



Pasal 4

Polnam bertujuan:

1.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi yang
relevan dengan kebutuhan daerah kepulauan dan berdaya
saing di tingkat nasional maupun internasional;
menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh
daerah kepulauan dan bereputasi internasional,
melaksanakan karya pengabdian kepada masyarakat yang
bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat di daerah kepulauan dan bereputasi
internasional;

melaksanakan sistem manajemen sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik; dan

memperluas kerja sama produktif dengan para pemangku
kepentingan.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal

4, Polnam menyusun:

a. rencana pengembangan jangka panjang yang berisi
rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh
lima) tahun;

b. rencana strategis yang merupakan penjabaran dari
rencana pengembangan jangka panjang yang berisi
rencana dan program pengembangan S (lima) tahun;
dan

c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran
dari rencana strategis yang berisi program dan
kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Tata cara penyusunan dan penetapan rencana

pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan

rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 6
Polnam berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 128/0/1998 tentang Pendirian
Politeknik Negeri Ambon, tanggal 12 Juni 1998.
Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perubahan dari Politeknik Universitas Pattimura Ambon
yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0211/U/1982
tentang Program Pendidikan Tinggi Dalam Lingkungan
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, tanggal 26 Juni
1982.
Politeknik Universitas Pattimura Ambon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melaksanakan proses perkuliahan
pertama kali pada tanggal 5 Oktober 1987.
Tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai dies natalis Polnam.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7
Polnam memiliki lambang, bendera, mars, himne, busana
akademik, dan busana almamater.
Ketentuan mengenai lambang, bendera, mars, himne,
busana akademik, dan busana almamater sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
menteri ini.
Tata cara penggunaan lambang, bendera, mars, himne,
busana akademik, dan busana almamater sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian kesatu
Pendidikan

Pasal 8
Polnam menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam
berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
Pendidikan Profesi.
Pendidikan Vokasi meliputi program diploma dan apabila
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program
magister terapan dan program doktor terapan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat
pertimbangan Senat.

Pasal 9
Penyelenggaraan pendidikan di Polnam menggunakan
tahun akademik yang dituangkan dalam kalender
akademik.
Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan
semester genap.
Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif
selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk
ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah
mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

Pelaksanaan proses pembelajaran di Polnam dilaksanakan
dengan sistem kredit semester sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

Pasal 11
Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan
mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa tempuh
kurikulum tiap jenjang pendidikan.

Pasal 12

Polnam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru

tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,

kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan
ekonomi.

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan

mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) juga dapat berasal dari warga negara asing yang

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain menerima mahasiswa baru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Polnam dapat menerima mahasiswa

pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polnam mengalokasikan penerimaan calon mahasiswa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan kondisi tertentu meliputi:

a. warga mnegara Indonesia yang memiliki potensi
akademik tinggi dan berasal dari keluarga yang kurang
mampu secara ekonomi;

b. penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan
sarana dan prasarana; dan/atau

C. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pasal 13
Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar
dalam penyelenggaraan tridharma.
Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Polnam dapat menggunakan bahasa asing sebagai
bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tridharma.
Penggunaan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur setelah
mendapatkan pertimbangan dari Senat.

Pasal 14

Polnam melakukan penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa dalam rangka  pemenuhan  capaian
pembelajaran lulusan.

Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa
sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada prinsip
edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang
dilakukan secara terintegrasi.



(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas,
kemampuan kerja, hasil kerja, laporan, partisipasi
dan/atau bentuk penilaian lainnya.

Pasal 15
(1) Kelulusan pada suatu jenjang pendidikan ditetapkan
apabila telah menempuh beban belajar dan memenuhi
capaian pembelajaran program studi.
(2) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikukuhkan dalam wisuda.

Pasal 16
Pendidikan vokasi, pendidikan profesi, tahun akademik,
kalender akademik, kurikulum, penerimaan Mahasiswa baru,
Mahasiswa pindahan, alokasi Mahasiswa, penilaian hasil
belajar, kelulusan pada suatu jenjang pendidikan, dan wisuda
ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan
Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 17

(1) Polnam menyelenggarakan penelitian yang mencakup
penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.

(2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan/atau jabatan
fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi
dan/atau profesi.

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau
institusi lain.

Pasal 18
(1) Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan
disebarluaskan dengan cara diseminarkan,

dipublikasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan
untuk  menyampaikan  hasil penelitian kepada
masyarakat.

(2) Kewajiban penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil penelitian yang
bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan
kepentingan umum.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas kekayaan
intelektual sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19
Penyelenggaraan penelitian dan penyebaran hasil penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18
ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan
Senat.
Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 20
Polnam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan
kehidupan masyarakat.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa,
dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat
melibatkan praktisi dan/atau profesi.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan
untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan
wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan
oleh Polnam dan dapat bekerja sama dengan perguruan
tinggi dan/atau institusi lain.

Pasal 21
Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib
didokumentasikan dan disebarluaskan.
Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui media elektronik dan/atau media cetak yang
mudah diakses oleh masyarakat.
Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan terhadap hasil pengabdian kepada
masyarakat yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
Pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan hak
atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh
Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1)
(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 23
Polnam memiliki kode etik dan etika akademik.
Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. kode etik Dosen;
b. kode etik Mahasiswa; dan
c. kode etik Tenaga Kependidikan.
Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma
perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik
dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan
masyarakat pada umumnya.
Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar
perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga



Polnam dan berinteraksi dengan masyarakat pada
umumnya.

(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pedoman sikap, tingkah
laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam
melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari,
baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan
dengan masyarakat pada umumnya.

(6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan panduan perilaku yang dianut seluruh Sivitas
Akademika.

(7) Pelanggaran kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, Kode
etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan
sanksi.

Pasal 24
(1) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik
serta sanksi ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat
pertimbangan Senat.
(2) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi ditetapkan oleh
Direktur.
Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 25

(1) Polnam mengupayakan, menjunjung tinggi, dan menjamin
hak sivitas akademika sivitas akademika dalam
melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan sepanjang dilandasi oleh
norma dan kaidah keilmuan.

(2) Kebebasan akademik sebagaimana pada ayat (1)
merupakan  kebebasan = Sivitas Akademika pada
pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung
jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana pada ayat (1)
merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang
memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan
secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu
yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang
ilmunya.

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana pada ayat (1) merupakan
otonomi Sivitas akademika pada suatu cabang ilmu
pengetahuan dan  teknologi dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah,
metode keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 26
(1) Sivitas Akademika dapat mempergunakan sumber daya
Polnam dalam pelaksanaan kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh sivitas
akademika, harus:

a. meningkatkan mutu akademik di lingkungan Polnam;

b. bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan
kemanusiaan;

c. dapat dipertanggungjawabkan akibatnya secara
pribadi dan dampaknya bagi orang lain; dan

d. tidak Dbertentangan dengan nilai agama, etika
akademik serta tidak melanggar hukum dan
kepentingan umum.

(3) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik,
Polnam dapat mengundang tenaga ahli dari dalam dan
luar Polnam untuk menyampaikan pikiran dan pendapat
sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

Pasal 27
Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh Direktur dengan
pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 28

(1) Polnam dapat memberikan gelar, ijazah dan transkrip
akademik serta surat keterangan pendamping ijazah
sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Polnam dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip
akademik serta surat keterangan pendamping ijazah
sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang
telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan
transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah,
sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan
Senat.

Pasal 29

(1) Polnam dapat memberikan penghargaan kepada
seseorang, kelompok, atau lembaga yang dinilai
mempunyai prestasi di bidang akademik atau
nonakademik yang berkontribusi bagi Polnam, bangsa dan
negara.

(2) Polnam dapat mencabut penghargaan yang telah
diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan
Senat.
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Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 30

Mahasiswa berhak:

a. mengikuti proses pelaksanaan tridharma perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh Polnam;

b. memanfaatkan sumber daya Polnam dalam
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan

c. mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh
Polnam.

Mahasiswa mempunyai kewajiban:

a. mematuhi semua peraturan/kode etik yang berlaku di
Polnam;

b. menjaga kewibawaan dan nama baik Polnam; dan

c. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.

Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelaksanaan hak, kewajiban, dan sanksi bagi Mahasiswa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh
Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 32
Mahasiswa Polnam dapat membentuk organisasi
kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang
diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 33
Alumni Polnam merupakan seseorang yang telah
menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan
oleh Polnam.
Alumni Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat membentuk organisasi alumni yang disebut
Ikatan Alumni Polnam.
Organisasi alumni Polnam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan wadah dan wahana yang bertujuan
untuk membina hubungan dengan Polnam, masyarakat
ilmiah, dan dunia kerja.
Struktur organisasi dan tata kerja Organisasi alumni
diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga Ikatan Alumni Polnam.

BAB IV
SISTIM PENGENDALIAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Polnam
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Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 34
Organisasi Polnam terdiri atas:
Senat;
Pemimpin;

Qo oo

(1)

(2)

(3)

(1)

Satuan Pengawas Internal; dan
Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat

Pasal 35

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

merupakan organisasi Polnam yang menjalankan fungsi

penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan
akademik.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:

a. menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan
kode etik akademik;

b. melakukan pengawasan terhadap:

1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik
Sivitas Akademika;

2. penerapan ketentuan akademik;

3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi
paling sedikit mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

5. pelaksanaan tata tertib akademik;

6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan

7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses
pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat kepada Direktur;

d. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam
pembukaan dan penutupan Program Studi;

e. memberi pertimbangan terhadap pemberian atau
pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

f. memberi pertimbangan kepada Direktur dalam
pengusulan lektor kepala dan guru besar; dan

g. memberi rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap
pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik
oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun

laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada

Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36
Anggota Senat terdiri atas:
a. 4 (empat) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(1)

(2)

(3)
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b. Direktur;

c. Wakil direktur;

d. Ketua jurusan; dan

e. Kepala pusat.

Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap

jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dipilih oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan

dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada Direktur.

Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap

jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang wakil dosen yang memiliki jabatan guru
besar; dan

b. 3 (tiga) orang wakil dosen yang bukan guru besar.

Dalam hal jurusan belum memiliki 1 (satu) orang wakil

Dosen dengan jabatan akademik guru besar sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, anggota Senat dapat

dijabat oleh Dosen yang bukan guru besar.

Anggota Senat dari wakil dosen yang guru besar pada

jurusan berjumlah 1 (satu) orang, maka jurusan

melakukan pemilihan hanya untuk memilih 3 (tiga) wakil

dosen tetap yang bukan guru besar.

Anggota Senat dari wakil dosen yang guru besar pada

jurusan sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf a

berjumlah lebih dari 1 (satu) orang maka jurusan memilih

salah satu guru besar yang akan diusulkan menjadi

anggota Senat.

Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Direktur,

Wakil Direktur, ketua Jurusan, kepala Pusat bersifat

exoficio.

Masa jabatan Anggota Senat dari wakil dosen selama 4

(empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu)

kali masa jabatan.

Anggota senat dari wakil dosen dapat menjabat 4 masa

jabatan dengan ketentuan 2 (dua) masa jabatan pertama

sebagai wakil dosen dari unsur bukan guru besar dan 2

(dua) masa jabatan kedua sebagai wakil dosen dari unsur

guru besar.

Pemilihan anggota Senat dari wakil dosen dilaksanakan

oleh jurusan paling lambat 4 (empat) bulan setelah

pengangkatan Direktur.

Keanggotaan senat Polnam ditetapkan oleh Direktur.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan

pemberhentian anggota Senat ditetapkan oleh Direktur

setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 37
Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat
yang berasal dari wakil Dosen.
Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
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Pasal 38
Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk
komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
Pembentukan komisi atau sebutan lain ditetapkan oleh
ketua Senat.

Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Senat
menyelenggarakan rapat atau sidang.
Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang ditetapkan
oleh ketua Senat.

Paragraf 3
Pemimpin

Pasal 40

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b

merupakan organisasi yang menjalankan fungsi

penetapan kebijakan akademik, nonakademik dan
pengelolaan Polnam untuk dan atas nama Menteri.

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk
diusulkan kepada Menteri setelah mendapat
persetujuan Senat.

b. menyusun dan/atau mengubah rencana
pengembangan jangka panjang;

c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5
(lima)tahun;

d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan
anggaran tahunan;

e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran tahunan;

f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit
kerja di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan
Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran
terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik
berdasarkan rekomendasi Senat;

h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga
Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga
Kependidikan;

j- menerima, membina, mengembangkan, dan
memberhentikan Mahasiswa;

k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen
berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
handal yang mendukung pengelolaan tridharma
perguruan  tinggi, akuntansi dan keuangan,
kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
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m. menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  penyelenggaraan  tridharma
perguruan tinggi kepada Menteri;

n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan guru
besar kepada Menteri;

o. membina dan mengembangkan hubungan dengan
alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi,
dan masyarakat;

p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk
menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan
tinggi; dan

q. tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 41
(1) Direktur merupakan pemimpin Polnam
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh:
a. wakil Direktur; dan
b. unsur organisasi di bawah Pemimpin.

Pasal 42
Unsur organisasi di bawah pemimpin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana akademik;
b. pelaksana administrasi;
c. penjaminan mutu; dan
d. penunjang akademik.

Pasal 43
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Polnam diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Satuan Pengawas Internal

Pasal 44

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf ¢ merupakan organisasi Polnam yang
menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan
atas nama Direktur.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan
kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan
kebijakan program pengawasan internal bidang
nonakademik;

b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan

pendidikan bidang nonakademik;

menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan

memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai

perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada

Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal

a0
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memberikan laporan kepada Direktur untuk
ditindaklanjuti.

Pasal 45

Keanggotaan Satuan Pengawas Internal berasal dari
unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di
lingkungan Polnam berjumlah paling sedikit 3 (tiga)
orang dengan komposisi keahlian bidang:
akuntansi atau keuangan;
manajemen sumber daya manusia,;
manajemen aset;
hukum; dan
c. ketatalaksanaan.
Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan
Pengawas Internal:
a. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. pendidikan paling rendah Diploma Tiga;
d. mempunyai moral yang baik, integritas dan komitmen

yang tinggi;

To o

e. berstatus Aparatur Sipil Negara;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. belum memasuki usia:
1. 65 (enam puluh lima) tahun wuntuk Dosen
professor;
2. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen nonprofesor;
dan
3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga
Kependidikan.

h. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas
tambahan di lingkungan Polnam; dan

i. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap
masa depan bangsa dan negara.

Pasal 46
Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri
atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama
4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan
Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.
Tata cara pemilihan anggota Satuan Pengawas Internal
ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 47
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(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf d merupakan organisasi Polnam yang
menjalankan fungsi:

a. pertimbangan nonakademik; dan
b. membantu pengembangan Polnam.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan
kewenangan sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan
Direktur di bidang nonakademik;

b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan
Direktur di bidang nonakademik;

c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam
mengelola Polnam; dan

d. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dalam
pengembangan Polnam.

Pasal 48
(1) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota
(2) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang
berasal dari unsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. tokoh masyarakat/pakar pendidikan;
c. alumni; dan
d. dunia usaha dan industri.
(3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4
(empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4) Tata cara pembentukan Dewan Penyantun ditetapkan
oleh Direktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 49

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh

seorang sekretaris.

(2) Ketua Senat dipilih dari anggota yang berasal dari unsur

wakil Dosen.
Pasal 50

(1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.

(2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh
anggota Senat termuda.

(3) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai
mufakat.

(4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai,
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pemilihan ketua Senat dilakukan melalui pemungutan
suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir
memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 51
(1) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
(2) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat
ditetapkan oleh Ketua Senat.

Paragraf 2
Pengangkatan Direktur dan Unsur Organisasi di bawah
Pemimpin

Pasal 52

(1) Dosen dilingkungan Polnam dapat diberi tugas tambahan
sebagai Direktur, wakil direktur, ketua jurusan,
sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio,
koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit
penunjang akademik.

(2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polnam dapat
diangkat dalam jabatan  administrator/kepala bagian
dan pengawas/kepala subbagian, kepala
laboratorium/bengkel/studio, atau kepala unit
penunjang akademik.

(3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

(4) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga
Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan
jabatan.

(5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terjadi karena:

a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan
dari jabatan; dan/atau
b. perubahan organisasi Polnam.

(6) terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
meliputi:

a. masa jabatan berakhir;
b. berhalangan tetap;
c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan
sendiri;
d. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara yang
lain;

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang memiliki kekuatan hukum tetap;

g. diberhentikan sementara dari sebagai aparatur sipil

negara;

h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;

®
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i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang
meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
dan/atau

j- cuti diluar tanggungan negara;

k. berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur untuk
wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan,
kepala pusat, koordinator program studi, kepala
laboratorium/bengkel/studio, serta kepala unit
penunjang akademik.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b meliputi:

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan
dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan
pegawai negeri sipil; atau

c. berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan
sendiri.

Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b, meliputi:

a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau

b. perubahan bentuk Polnam.

Pasal 53

Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen

harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat sebagai wakil Direktur, ketua

jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/

bengkel /studio, koordinator program studi, kepala pusat,
dan kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus aparatur sipil negara;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan tim dokter pemerintah;

d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
ditetapkan;

e. memiliki pengalaman manajerial sebagai ketua
jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program
studi kepala pusat/kepala unit, dan/atau kepala
laboratorium/bengkel/ studio bagi wakil direktur;

f. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor
bagi calon wakil direktur;

g. bersedia dicalonkan, diangkat, dan/atau ditunjuk
sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris
jurusan, koordinator program studi, kepala pusat,
kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit
penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis;

h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling
rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma
perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

j- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
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k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap;

1. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
rumah sakit pemerintah;

n. bersedia membuat dan menyerahkan Laporan Harta
Kekayaan  Penyelenggara Negara ke  Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

o. tidak merangkap jabatan negeri di dalam dan/atau di
luar Polnam.

Pasal 54

Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala

bagian dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga

Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat sebagai kepala laboratorium/

bengkel/studio atau kepala unit Penunjang akademik,

seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi
persyaratan:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berpendidikan paling rendah  sarjana/sarjana
terapan;

d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun
pada saat ditetapkan

e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;

f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

g. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit penunjang
akademis;

h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan tim dokter pemerintah;

i. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
rumah sakit pemerintah;

j- mempunyai moral yang baik dan integritas yang
tinggi;

k. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling
rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

1. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap
masa depan Polnam.

Pasal 55
Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Pasal 56
Wakil Direktur diangkat oleh Direktur.
Masa jabatan Wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pengangkatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan
Direktur.
Pengangkatan wakil Direktur dilaksanakan paling lambat
1 (satu) bulan setelah pengangkatan Direktur.

Pasal 57
Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program
studi diangkat oleh Direktur.
Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program
studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan
sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan.
Pengangkatan Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program
studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan pengangkatan jabatan Direktur.
Pengangkatan Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program
studi dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pengangkatan Direktur.
Tata cara pengangkatan Ketua jurusan, sekretaris
jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan
koordinator program studi ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 58
kepala pusat diangkat oleh Direktur.
kepala pusat memegang jabatan selama 4 (empat) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.
Pengangkatan Kepala pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disesuaikan dengan pengangkatan jabatan
Direktur.
Pengangkatan kepala pusat dilaksanakan paling lambat 1
(satu) bulan setelah pengangkatan Direktur.

Pasal 59
kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Direktur.
kepala unit penunjang akademik memegang jabatan
selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1(satu)
kali masa jabatan.
Pengangkatan kepala unit penunjang akademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
pengangkatan jabatan Direktur.
Pengangkatan kepala unit penunjang akademik
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pengangkatan Direktur.
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Pasal 60

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat oleh
Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

Paragraf 3
Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 61
Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat
oleh Direktur.
Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas
Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas
Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan pengangkatan jabatan Direktur.

Paragraf 4
Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 61
Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh
Direktur.
Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun
selama (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali.
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan
pengangkatan jabatan Direktur

Paragraf 5
Pemberhentian Direktur dan Pimpinan Organisasi
di bawah Direktur

Pasal 62
Direktur diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
laboratorium/bengkel/studio, koordinator program studi,
kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik
diberhentikan dari jabatannya karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. berhalangan tetap;
c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan
sendiri;
d. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara yang
lain;
e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap;
diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
dibebaskan dari tugajabatan Dosen;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang
meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

=50

j- cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
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k. berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur untuk
wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan,
kepala pusat, koordinator program studi, kepala
laboratorium/bengkel/studio, serta kepala unit
penunjang akademik.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi:

a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan
dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
atau

c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan
sendiri.

(4) Pemberhentian wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris
jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio,
koordinator program studi, kepala pusat, dan kepala unit
penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 63
Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa
jabatannya berakhir Menteri mengangkat dan menetapkan
Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum
masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan
menetapkan salah satu dosen yang memenuhi
persyaratan sebagai wakil direktur definitif untuk
meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur
sebelumnya.

(2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih
dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua jurusan,
sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio,
dan koordinator program studi sebelum masa jabatannya
berakhir, maka pengangkatan Ketua jurusan, sekretaris
jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan
koordinator program studi definitif dilakukan melalui tata
cara pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
57 ayat (5) untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua
dan Sekretaris jurusan sebelumnya.

(2) Ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala
laboratorium/bengkel/studio, dan koordinator program
studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2
(dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66
(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum
masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan
menetapkan kepala pusat definitif untuk meneruskan
sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
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kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih
dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang
akademik sebelum masa jabatannya berakhir, maka
Direktur mengangkat kepala unit penunjang definitif
untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit
penunjang sebelumnya.

kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa
masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1
(satu) masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Satuan Pengawas

(1)

(2)

(3)

Internal, dan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 68

Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris

Satuan Pengawas Internal, diberhentikan dari jabatannya

karena:

a. masa jabatannya berakhir;

b. berhalangan tetap;

c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan
sendiri;

d. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara yang
lain;

e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap;

g. diberhentikan sementara dari jabatan Aparatur Sipil
Negara;

h. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen bagi anggota
Satuan Pengawas Internal yang berasal dari Dosen;

i. menjalanitugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang
meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

j- cutidiluar tanggungan negara; dan/atau

k. berdasarkan evaluasi kinerja dari Direktur bagi Ketua
dan Sekretaris satuan pengawas internal.

Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan

sebelum masa jabatannya berakhir karena:

a. berhalangan tetap;

b. permohonan sendiri; dan/atau

c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:

a. meninggal dunia; atau

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan
dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan
pegawai negeri sipil atau surat keterangan dari
pejabat yang berwenang;

Pasal 69
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Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum
masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (1) dilakukan pemilihan ketua Senat yang
baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat
sebelumnya.

Pemilihan ketua Senat definitif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 50.

Pasal 70

Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum
masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1) ketua Senat menunjuk sekretaris Senat definitif dan
ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan
sekretaris Senat yang sebelumnya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 71

Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau
sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (1) Direktur mengangkat dan menetapkan ketua
dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru
untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau
sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal
yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua)
tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau
sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau
sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk
meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris
Dewan Penyantun yang sebelumnya.

Ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun yang
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun
dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Bagian Ketiga
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 73

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam
merupakan proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang

akuntabel;
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b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan

c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya
untuk pengambilan keputusan.

Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan berpedoman pada prinsip:

taat asas;

akuntabel;

transparan;

objektivitas;

jujur; dan

pembinaan.

Unsur sistem pengendalian dan pengawasan internal

Polnam terdiri dari:

Lingkungan pengendalian;

Penilaian risiko;

Kegiatan pengendalian;

Informasi dan komunikasi; dan

Pemantauan pengendalian.

Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan

internal Polnam terdiri atas bidang:

a. akuntansi/keuangan;

b. manajemen sumber daya manusia;

c. manajemen aset;

d. hukum; dan

e. ketatalaksanaan.

Hasil pengawasan diserahkan kepada Direktur untuk

ditindaklanjuti.

Prosedur operasional mengenai sistem pengendalian dan

pengawasan internal Polnam ditetapkan oleh Direktur.

™ a0 TP

opoop

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 74

Polnam memiliki Dosen dengan status kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan
pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dan merujuk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 75
Jenjang jabatan akademik Dosen Polnam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang dan tata cara  pengangkatan dan
pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 76
Polnam memiliki Tenaga Kependidikan dengan status
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan
pengembangan Tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 77
Sarana dan prasarana yang dimiliki Polnam merupakan
fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan
tinggi.
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sarana dan prasarana pada Polnam dapat dimanfaatkan
oleh Sivitas Akademika secara bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan
oleh Direktur.

BAB V
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 78
Sumber pendanaan Polnam berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pendanaan Polnam dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. masyarakat; dan/atau
c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 79
Sumber  pendanaan Polnam dari masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
b. biaya seleksi ujian masuk Polnam;
c. hasil penjualan produk dan/atau jasa Polnam;
d. sumbangan dan/atau hibah; dan
e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
Tata cara pendanaan Polnam ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 80
Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
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Pengelolaan anggaran Polnam disusun berdasarkan
prinsip anggaran berbasis kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polnam
disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri.
Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas,
produktivitas, transparansi, dan akuntabel sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polnam  menyusun laporan  pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Pengelolaan anggaran Polnam diawasi dan dievaluasi oleh
Satuan Pengawas Internal.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
Polnam diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 81
Kekayaan Polnam meliputi benda bergerak, benda tidak
bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik
pemerintah dan dikelola oleh Polnam.
Kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan untuk  penyelenggaraan  tridharma
perguruan tinggi dan pengembangan Polnam.
Seluruh kekayaan Polnam dikelola secara transparan dan
akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi.
Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polnam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara bukan pajak.
Kekayaan Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada
pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 82
Kerja sama yang diselenggarakan oleh Polnam bertujuan
meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas,

kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya
saing bangsa.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan prinsip:

a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. menghargai kesetaraan mutu;
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c. saling menghormati;

d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;

e. berkelanjutan; dan

f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang
bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau
internasional.

Polnam dapat melakukan kerja sama bidang akademik
dan/atau bidang nonakademik dengan pihak lain, baik
dalam maupun luar negeri.

Kerja sama bidang akademik dan bidang nonakademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam
perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau
menghasilkan Hak kekayaan intelektual dan/atau Aset
Negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan
intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tata cara kerja sama ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
SISTIM PENJAMINAN MUTU

Pasal 83

Sistem penjaminan mutu di Polnam terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sistem penjaminan mutu internal; dan
Sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 84
Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 huruf a merupakan rangkaian unsur dan
proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur
dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu
pendidikan tinggi di Polnam.
Sistem  penjaminan mutu internal di  Polnam
direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan,
dan dikembangkan secara otonom dan berkelanjutan.
Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal,
Polnam menerapkan tata kelola yang baik berdasarkan
prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas,
efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang
saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
Sistem penjaminan mutu internal polnam
diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri
atas:
penetapan standar pendidikan tinggi;
pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
dilaksanakan secara berkala melalui cara yang ditetapkan
oleh Polnam.

pao o
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(6) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan
oleh pimpinan Polnam.

(7) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menjamin pemenuhan standar
pendidikan tinggi.

(8) Direktur Polnam menetapkan sistem penjaminan mutu
internal setelah mendapat pertimbangan Senat

Pasal 85
Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk
menentukan kelayakan dan peringkat pencapaian mutu yang
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
JENIS PERATURAN DI POLNAM

Pasal 86
Selain peraturan perundang-undangan, jenis peraturan yang
berlaku di lingkungan Polnam terdiri atas:

a. Peraturan Senat; dan
b. Peraturan Direktur.
Pasal 87

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan
kebutuhan pengembangan, penyelenggaraan pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau
pengembangan Polnam.

(2) pedoman perubahan statuta ditetapkan oleh Direktur
setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Organisasi Polnam yang telah ada tetap menjalankan
tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukannya
penyesuaian  organisasi Polnam yang  baru
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini
berakhirnya masa jabatan.

b. Semua kegiatan akademik dan nonakademik yang
sedang diselenggarakan tetap dilaksanakan
diselenggarakan sampai dengan dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri ini.

(2) Penyesuaian organisasi Polnam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri
Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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RANCANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .......... TAHUN .....coveen...
TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI AMBON
LAMBANG, BENDERA, MARS, HIMNE,
BUSANA AKADEMIK, BUSANA ALMAMATER

[. Lambang

Polnam memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru laut yang di
dalamnya terdapat: 8 (delapan) buah pala berwarna kuning dan merah
dan 7 (tujuh) buah cengkih berwarna kuning dengan tangkai berwarna
hitam; buku berwarna hijau ditopang oleh buah cengkih berkuncup 3 (tiga)
berwarna kuning keemasan; 5 (lima) lidah api berwarna merah dengan 3
(tiga) bias cahaya berwarna putih; perahu kora-kora yang sedang bergerak
berwarna merah putih; 5 (lima) pendayung yang sedang mendayung
(panggayo) berwarna hitam di atas gelombang laut; dan 10 (sepuluh)
gelombang laut berwarna biru muda.

Lambang memiliki makna sebagai berikut: 5 (lima) pendayung bermakna
tanggal 5 (lima); 10 (sepuluh) gelombang laut bermakna bulan 10 (sepuluh);
8 (delapan) buah pala dan 7 (tujuh) buah cengkih bermakna tahun 1987,
yang merupakan pelaksanaan proses perkuliahan pertama kali; buku
berwarna hijau ditopang oleh sebuah cengkih berkuncup 3 (tiga) berwarna
kuning keemasan bermakna pendidikan tinggi yang berwawasan lingkungan
dengan pilar tridharma perguruan tinggi yang dijiwai oleh budaya dan
potensi sumber daya alam; S (lima) lidah api dengan 3 (tiga) bias cahaya
bermakna semangat dan tekad yang utuh dan bergelora untuk
menyelenggarakan pendidikan di Polnam dengan dijiwai Pancasila sebagai
dasar negara; perahu kora-kora yang sedang bergerak berwarna merah putih
bermakna teknologi dan arah pendidikan Polnam dengan corak
pengembangan yang dinamis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia; pendayung yang sedang mendayung (panggayo) bermakna
kekuatan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam mewujudkan visi dan
misi Polnam; gelombang laut bermakna tantangan masa kini dan akan
datang dalam mewujudkan visi dan misi Polnam; dan warna dasar biru laut
bermakna sumber kekayaan laut.

Lambang memiliki kode warna sebagai berikut:

Kode Warna
No. Lambang Warna RGB
1. | warna dasar segi lima biru laut 0, 45, 188
kuning 255, 255, 102
. | 8 (del buah pal
2 (delapan) buah pala merah 255,0,0
3. | 7 (tujuh) buah cengkih kuning 255, 255, 153
tangkai buah pala dan buah cengkih,
4. | 5 (lima) pendayung yang sedang hitam 51, 51, 51
mendayung (panggayo)
5. | Buku ' hijau ' 0, 255,0
. . kuning
6. | buah cengkih berkuncup 3 (tiga) keemasan 247,224, 7
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7. | 5 (lima) lidah api merah 255,0,0
8. | 3 (tiga) bias cahaya putih 255, 255, 255
9 | Pperahu kora-kora yang sedang merah 255,0,0

" | bergerak putih 255, 255, 255
10. | 10 (sepuluh) gelombang laut biru muda | 149, 186, 253

II. Bendera
Polnam memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran
panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru tua dengan
kode warna RGB 0, 55, 164 yang ditengahnya terdapat lambang Polnam dan
di bawah lambang terdapat tulisan POLNAM dengan jenis huruf Bauhaus 93

berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 102. Pada lambang
Polnam diberi bingkai Putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255.

[II.Bendera Jurusan
Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran
panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua)
dengan warna yang berbeda, ditengahnya terdapat lambang Polnam, dan di
bawah lambang terdapat tulisan nama masing- masing jurusan dengan jenis
huruf Calibri.

Bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna coklat dengan kode warna RGB 191,
144, 0 dan tulisan Jurusan Teknik Sipil berwarna putih dengan kode warna
RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:
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Jurusan Teknik Sipil

Bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna biru muda dengan kode warna
RGB 0O, 176, 240 dan tulisan Jurusan Teknik Mesin berwarna hitam
dengan kode warna RGB 51, 51, 51 dengan gambar sebagai berikut:

Bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna merah dengan kode warna
RGB 255, 0, 0 dan tulisan Jurusan Teknik Elektro berwarna putih dengan
kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:

Jurusan Teknik Elektro

Bendera Jurusan Administrasi Niaga berwarna hijau muda dengan kode
warna RGB 146, 208, 80 dan tulisan Jurusan Administrasi Niaga berwarna
merah dengan kode warna RGB 255, 0, O dengan gambar sebagai berikut:
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Bendera Jurusan Akuntansi berwarna kuning dengan kode warna RGB 255,
255, 0 dan tulisan Jurusan Akuntansi berwarna merah dengan kode warna
RGB 255, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:

Jurusan Akuntansi



IV. Himne dan Mars
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POUTEKNIK NEGERI AMBON

(HYMNE)
Do =D. 4 Ketukan Lagu & Arr : Piet. J. Leiwakabessy
Irama Tifa Maluku SYAIR : Ir. Hermon Latumaerissa
(Andante - MM. 72 - 76)
Introduction Piano:5 1 2 | 3 3 | 4 4.5 _6 | 5 _3
3 |3063’4._5_5’2.5=7’
/’x—
1. .. 10
Delicatezza /f\
s ;54 2| 3 5 ‘ 4 56 | 5 ‘ 5 0
Poli —tek-nik Ne—gri Am ----bon
— g == - & %
A :000|00112|1.12.4|3 32|1
= = — : N
T :000 005 5 7 6 .6 T .2 1 1 7 6
=— — — ey
B :000‘00335‘4.45.SIS.S4|3
Po —li-tek —nik  Ne--g’ri --Am -bon  (Am ----- bon)
Poco Crese Poco dim /,—\
s :63‘4._5E|2.5j 3...‘30
Pe-wu —jud |-dam-an Bang -------- sa —
= N
A :1.‘0022621‘7 2 7 1 |7
= N —sllir—nllr—w —
T :6.‘0066476’5.75 B i 5 ‘5
N - N i
B :3.|004 2 5 |5.55 101.2.3|4
Pe-wujud i-dam-an  Bang ------ (In--do--ne--sia)
eclatant
L L Y
S :1.1.2|3 |5.3.4.5‘6 6.|
Me- mapankan sis --- tem pen—di—dik kan pro---fesi
S = — S
A 0 0 ‘ 0 10 ¢ «2 ‘ 3 | 3 X
o o o = o
I 00‘0555.56|5 552| 5 .5
o . L h
B 00‘0033‘34’5 3’ & 3
Mepankan sis -- tem pen —di —dik—kan pro--fesi
/\_ o o -
S :65’406.7.i|53 1|2344.5|
T iy et — et 1
A :11‘202.2 2‘31 7‘667.7 2|
--sio---nal di se—g'nap bi-dang il-mu dan tek-no--lo
m_ _g_p 8 o _
6| 07.6.6|15. 5| 445 .5 5‘
‘ 04._7‘51 —}‘212_2_7‘
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A si|7.8.7/|1 1058 |4.%.2.7.9
Pe-nuh  wi-ba-wa ‘ntuk ke - bu -- -tuh ---an ge --- ne-
Ka-mi meng-ab--di /_ian\—ji—mu te--—-tap ‘kan ka-
T :6|5.7.5|5...|5032|1.7.)6.5.5
— . r—
B 2 | 2.5 Dlldiss 1013 4, .3 . 2 . DD
— — =S — e e
S 3415 43.|3023 A A&k 5 |6 1
o . S L e
A T2 | 3«21 T 00T 1 esd)el|2ahihh
N
ra—si bang-sa me-nun-tut il-mu  ser-ta tek-no -
mi  pan-cang-kan di me - dan Bhak-ti pen---di--di---kan ---
— [ . i ]y — —
T s7|1.55.|5055|6.66.6|1.23.2
—
— —_— T T S p—
B 5.5 J i | 108332223 |A: 66 .2
St
 DN— - | > —_——
S 76| 5. .:|50512]|8, 35|4
4 — T~ —_—
A 4312, ..l208873|1.1 12|
lo—gi; ke-pa-da-mu  Po--li—-tek---nik
ting-gi; ke-pa-da-mu  Po--li—-tek---nik
_gg - p e
T :21‘7...‘70545‘5.5.5.1 6 .
C D e -
B :24‘5.. ’505551.1.1.3|4.
- Pococrese_ - p_ocodim
S 4.5 8| 5w 5063 | 4.,54, 3|2.25 .2
A 2.2.4&|3.02|00zz|lz.22.0]7.02.1
S’
Ne—g'ri Am=bon (am---bon) Al—ma—ma—ter--muka---ru-nia |--la
Ne—g'ri Am-bon (am---bon) Ka—mi ab-di-kan di-ri se-pe-nuh
T :7.7.2|1.27|1056|6.66.6[5.57.5
L
B 5.4.7|1.75[1035/|4.22.4|5.54.2
N
/—-\ —— it —  — — —  e—
S < Jonl1.l1.213.3.3.4|5033.4.5
A 1. 16| 708.5.7|0.3.1.2|300L1.2.3
Hi (I-la-hi)  Ber-lan-das-kan TE-PAT WAK-TU, TE-PAT U-KUR
Nya (S'pe-nuh-nya) Ber-da-sar-kan ~ PAN - CA--SI-LA dan UN-DANG DA
T 5.64|504.4.5|5.5.5.6|8066.6.2
B 1.41|202.2.4(3.1.1.1|1055.4.3
5 6_66__5’406_7‘5..3’234 |
A 40_:11_,1.__,:’20237‘3 6675 |
AN TEPATA--TUR-AN di-ma—na---pun  ka--miditempat—

SAR EM-PAT ------- LI=MA di-ma—na--

-pun  ka--

mi ditempat—
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delicatezza
L /‘_\
:3...0305123..5]4 56 |5...|50
. — .
... |1T0557]|1..2]2 34(3...]30
gi; g Po—li—tek—nik Ne-g'ri  Am---bon, T
55 55 | S053 4|85 2 %8| lio
T - e
:1...|l105585|1..3|2..27]1 110
poco crase poco dim pr—
:63|4..5 43|2.5.5.2|3 . . .30
Pem-bi—na  ge-ne-ra-si  Pan-ca si--la
:00|0222321|7.2.2.7|1.6.71.1/7
:00|0666176|5.7.7.5|5.5.5.61/5
00| 0444654|4.5.5.4|3.1.2.3]4
Pem-bi-na ge-ne-ra—si  Pan-ca si--la (Pan-ca si--la)
Eclatant
423 . . 4|ls5.3.4.5|6 6 5 |40
Ba-gai-kan Pu---sat Pe-ne-li-—- ti--an il mu
00| o0011.1.2/3.1.2.3|4 4 31|20
00| 0055.5.6/6.6.6.2|1 1 5 3|60
00| 0033.3.45.55.5|4 4 2z 2|20
6§.7.1|8553..1 2347'1...|1oii
Un-tuk  me-nun-jang pem-bangun-an bang-sa wa-dah
2.2.2|31.% 6675’5.6.|5055’
56 6 . 6 15.5‘4454|3.4. 3032[
A A A 51.3‘2122|1. .‘1013

Un-tuk me- nun-jang pem-ba-ngunan bang-sa (bang -sa) wadah

43

.m45’6.

:||:6..5|4.2.3._4|5
e
:":4. ‘2.7.7.2|3.21.®11|2.
S
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mu ja -------- di pa-nut an ka---- mi, se-la--ma
T ":1.7 |6.5_—7|17»5.®55|1..
—
. L /—\
B||4 3.‘25 5|1.71.’10534
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T ci0is ’60 ‘ 5‘4454 ’
B 4043 .3 3’204_7‘ 3‘2122 ’
S :H1. ‘101*1“1.ﬁ
— 1
A :H.s. ‘5055:”5... 50
Kan - wa-dah = --eeeeeeeeeeeees
kan - ’d} (Coda) al FINE
ey
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B :Hl. ‘1013:“1.. 0
q} (Coda) allargande..... FINE
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— — T sy
A 1 3| 4. . 4] 4.5, .. 150
TE-RI-MA-LAH BAK-TI KA - MI
. ~—
T 6 2 I T R | 30
—_— — ] —n
B 3 .14, .5]|5.5. 10
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Mars Polnam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

JAYALAH POUTEKNIK NEGERI AMBON

(MARS)
D. 4 Ketukan Lagu & Arr  : Piet. J. Leiwakabessy
SYARR : Ir. Petrus Sabandar
TEMPO DI MARCIA
Introduction Piano : 0_5 ﬁ ‘ 3 3__ ’3 2 .3 ‘ Z_I‘EZE
mf 8 3 .3 15__3T1 5 \
s :051.2[33.4[32.3|21 1 [012.3]4
-
A :055.7]11.1077.171/°% 6 | 056 .81
An-ta-ra gu-gusde-panpu-lau pu----lau In- do—ne--sia
T :053.4|55.5|55 5[63 3 |034.5]6
B :055.5|11.2|33.2|16 6 |012.3]4
As 22
Poco Poco Crese
S T % e 3N
S 332632 210 34| 55 | 5556 _ 5 4
A 66| 64|57 |102.2(33 2222 1.d
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T :5.5| 42|25 505 .7|ii|7777]|6.6
e . 3 -
B 2 .x 2175 [505.5/11 3334|3.5
_ _ Y = T
S c4 .3 4" 4.5 64 3 234|5.55 7.
—_— — —_— _—3 — —
A ixXx|l2'23|32 66671 2.22 4.
g'ri Am-bon pen-ce-tus ma-nu-sia ber-pen-di-di- kan pro-fe-sio-nal
S — A ___C%____
) ‘6.6 |16°6.7|16 b ¢ 56| 7.77 2.
S — —_— ] —— 3 -
B i6s3i |22 83|42 1 123|445 5 4
mf. Con Espressive
s :5.4|3 .3 433_‘5_5_’10‘17‘
A 32|11 2_—_7_‘5—_2_—__‘50’5—7’
Mot-to-mu  ‘kan  ka-mi ta-at-—-i dan te-rap-kan Di ber
) :7—._6|5 .—5’6_5—_ 1*7—_]10\3.—5‘
B :2_._7|1 7‘75_ 1_4._‘10‘17|
B . W
S :3.45.‘&’64‘406 | .1‘7 6 ’
A il .2 3—._5’41’102_._3 4_4._4|7—._37_|

Ba - gaibi-dang tu-gas  “TE-PAT WAK-TU TE-PAT U-KUR-AN
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'__m i P
Sl B TT T | 6wids5 4 66 54 (3 . 30
e G T et ]y Ay =
5 1334(3.3.2|1.44.1]25|1 .T10
Consltato
1.2t 3335 .3|4.26.5(5.34.2[3.7.
R o n NNy S —— e
5 .7k 11 .¢r.x|2.64.2[3.12.7]1.5

san bang -sa se-ti

Po ---li --tek —nik Ne'gri Am-bon lam-bang ke-cer-d
angan mur-ni mem-bi

----------- tek -nik Ne'gri Am-hon lam-bang per-ju-

=5 L

e T -
dd vk 55 iR N )6 42 T L.55 . Biuw 3 »

5 50 11 5 2 1.17 1.1
E—_ef—_lz_—_z_—_ 5_.—_55—_7|1.12;334‘.71

a me- nu-nai-kan tu-gas yang su-ci danmur-ni  mencipta —kan ka
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ﬁé_._1|7__5—71’3__3__4|5.56;7’i‘3
. F ol P S e e e
6.6 |667.|5.65.4|3“1.2|3.55.4
_ LAY e et T e
5 5042213 .32.2|1'7.7]6.11.2

der bang-sa pe-lak-sa-na pem-ba-ngun-nan de-mi ma-sa de-pan yang

ca si~la danU.U. D Pem-ba-ngun-nande-mi ke-ja-ya-an bang
3

—_— . —_——

1 xl276i|1.17.7]6"5.5
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V. Busana Akademik dan Busana Almamater
Polnam memiliki busana akademik terdiri atas busana Direktur, wakil
direktur, guru besar, ketua jurusan, kepala pusat, anggota Senat, dan
wisudawan berupa toga/jubah, topi, gordon, dasi, dan/atau atribut
lainnya.
Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas, dasi,
dan topi berwarna biru dengan kode warna RGB 0, 45, 188 dan di bagian
dada sebelah kanan terdapat lambang Polnam.
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